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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan
Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hortini binti Derup, tempat dan tanggal lahir Ceruk, 05 Juni 1974,
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Ceruk,
RT.008 RW.003, Desa Ceruk, Kecamatan
Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan,

Saipur Bahari alias Saipul Bahari bin Mat Ali, tempat dan tanggal
lahir Sebala, 03 Mei 1965, agama Islam,
pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat
kediaman di Ceruk, RT.007 RW.003, Desa
Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut,
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis
tanggal 03  Februari 2022 dengan register perkara  Nomor
24/Pdt.G/2022/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:
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Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ceruk pada tanggal 03
Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 125/06/V11/2012 tanggal 03
Juli 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan satu
orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan tiga
orang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
sendiri di Desa Ceruk, sampai akhirnya pisah rumabh;

4, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan
tetapi sejak 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya
untuk diri sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga
Penggugat harus bekerja;

. Pada tahun 2019 terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat marah
karena Penggugat tanya-tanya tentang keuangan Tergugat, Tergugat
melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul
Penggugat sampai Penggugat Pingsan;

. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, disaat dalam rumah pun tergugat
hanya diam, jika Penggugat mengajak berbicara Tergugat tidak pernah
menjawab, sifat Tergugat tidak acuh kepada Penggugat, dan saat
Penggugat mengajak makan dan sholat bersama Tergugat tidak pernah
mau, bahkan Tergugat membuat rumah lagi tanpa musyawarah dengan
Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan

Januari 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama saat Penggugat tidak ada dirumah, Penggugat juga sakit hati

dengan perlakuan Tergugat yang mengambil motor millik Tergugat saat
motor tersebut dibawa anak Penggugat kesekolah sehingga anak
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Penggugat pulang dengan jalan kaki, setelah itu Tergugat pergi ke rumah
sendiri di Desa ceruk RT.007 RW.003, sedangkan Penggugat masih tinggal
dirumah kediaman bersama di Desa Ceruk RT.008 RW.003, dan setelah
berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak
keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan
perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum
atas perceraian ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Saipur Bahari alias Saipul
Bahari bin Mat Ali) terhadap Penggugat (Hortini binti Derup);

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;
SUBSIDER
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan
Tergugat dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri
maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan
selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasihati
Penggugat dan menyatakan akan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh
karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah
menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap
menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.
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Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Ntn
dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal
21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Padmilah, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal
dan didampingi oleh Amal Hayati, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Padmilah, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 320.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).
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